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BUPATI BENGKAYANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR : 2- TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL 
KEPALA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BENGKAYANG, 

t 
" 

• 

Menimbang : 

Mengingat : 

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah 
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

4 

b.. bahwa dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang 
Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan 
kegiatan khusus lainnya agar berdayaguna dan 

. berhasil guna serta tertib administrasi, perlu diatur 
Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam 
huruf a, dan huruf b menetapkan Peraturan Bupati; 
tentang Pedoman Biaya Pf~nggung Operasional Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 
Bengkayang; • 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Bengkayang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3823); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lenibaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5243) sebagaiman telah di ubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

: 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
• tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah 
(Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaiman telah di ubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor, 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang nbentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Rep~blik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); · 

�- • 

% 

• 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tambahn 
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 
Nomor 11, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (LDKB Tahun 
2020 Nomor 5, TLDKB Nomor 5); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 
Nomor 7, Tambahn Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Nomor 7); 
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Menetapkan 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan 

dan 

Belanja 

Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 
Nomor 11) Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); 

13. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 
(Berita Daerah Kabupaten Bengkayang 

Tahun 2021 

Nomor 1). 

MEMUTUSKAN : 

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA 
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN 
BENGKYANG 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

• 

' Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kew~nangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang. 
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekaya9,Yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut. " 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerbh Kabupaten Bengkayang. 

7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan 
tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

; 

BAB II 
Ruang Lingkup 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. Penganggaran; 
b. Penggunaan; dan 
c. Pertanggungiawaban. 

BAB Ill 
PENGANGGARAN 

Pasal 3 

(1) Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis 
Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota 
DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Rincian Objek Belanja 
Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
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(2) Penganggaran Biaya Penunjang Operasinal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas 
Rp.50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) sampai dengan 
Rp. 150.000.000.000 (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) paling rendah 
Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% 
(nol Koma empat puluh persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD. 

(3) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh 
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. 

BAB IV 
PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 4 

(1) Pertanggungiawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan mekanisme Pembayaran 
Langsung. 

(2) Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening kas Umum 

·4 Daerah. 
• 

(3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi : 
a. Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS); 
b. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS); 
c. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS); dan 
d. Kuitansi/bukti tanda yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah . 

(4) Setelah Pembayaran diterima dar Rekening a,/mum Daerah, penggunaan 
lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional kepf Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah dapat dilakukan melalui: Bendahara Pengeluaran, didukung dengan 
bukti tanda terima/kuitansi atau tanda buti berupa catatan rincian 
penggunaan yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
a. Dalan rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut biaya penunjang 

Operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan 
dituangkan dalam daftar Rincian Pengeluaran yang ditandatangani oleh 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

, 

PASAL 5 

Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l), terhitung mulai Januari 2021. 
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BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 
• 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah Kabupaten 
Bengkayang. 

Ditetapkan di : Bengkayang 
pada tanggal % we 202] 

• 
• 

Diundangkan di Bengkayang 
Pada tanggal, (o ei 2021 
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TA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 
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